BUPATI BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 213TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BENGKAYANG
BUPATI BENGKAYANG,

bahwa tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya
milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang berada
pada SKPD harus digunakan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD bersangkutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik/Kekayaan
Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daecrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 20007 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;
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23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun Anggaran 2010;

24. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman
Standarisasi Sarana dan Prasara Kerja Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

25. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan
Aset Milik Daerah Kabupaten Bengkayang;

26. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Standarisasi
Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah
Kabupaten Bengkayang;

27. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Kapitalisasi Aset Milik Daerah Kabupaten Bengkayang;

28. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkayang yang dipergunakan pada
Dinas/Badan/Kantor  sebagaimana terscbut pada Lampiran
Keputusan ini.

Penggunaan tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris
lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus
dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi
Dinas/Badan/Kantor.

Apabila tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya
tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas/Badan/Kantor
wajib diserahkan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang
Milik Daerah.

Tanah dan/atau bangunan sebagaimana Diktum KESATU di
serahkan kepada Pengelola Barang Milik Daerah, sedangkan barang
inventaris lainnya diserahkan dalam bentuk lampiran dalam Berita
Acara Serah Terima Jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat
yang baru.

Kepala SKPD selaku pengguna barang bertanggung jawab atas
pemeliharaan dan pengamanan barang yang ada pada masing-
masing SKPD. _

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Mai 2010

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Wakii Bupati Bengkayang;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;

3. Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
4. Inspektur Kabupaten Bengkayang;

5. Arsip.
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LAMPIRAN | KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 218 TAHUN 2010

TANGGAL : 7 fai 2010
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Nama No. Tahun Jumiah Keadaan Barang |
NO Barang/ Merk/ Seri Ukuran Bahan Pembuatan/ | No. Kode Barang/ Harga Baik Kurang Kete =
Urut Jenis Barang Model Pabrik Pembelian Barang Register Perolehan Baik
(8) (kB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tanah Pemerintah Kabupaten Bengkayang 70,000 M2 2002 30.000.000 B - Dari Sekretariat Daerah Mutasi
ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Bengkayang.
- Tanah dengan Luas 70.000 M2
merupakan bagian dari Luas
320.000 M2 yang ada di dusun
Magmagan Desa Magmagan Karya
Kecamatan Lumar.
Tanah Pemerintah Kabupaten Bengkayang 1,242 M2 1892 17.388.000 B - Dari Kantor Camat Sanggau Ledo

Mutasi ke Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bengkayang.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JATOBUS LUNA
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